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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan   

Berdasarkan hasil pembahasan pada Bab 4, kita dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Penerapan perjanjian bagi hasil (Rawi Dua) padi di Desa Rite Kecamatan 

Ambalawi Kabupaten Bima, dilaksanakan melalui beberapa tahap adalah:  

a. Bentuk kesepakatan tidak tertulis 

Isi perjanjian tersebut meliputi (1) bagi hasil  panen padi (2 

rawi) dengan  perbandingan 1:1. Artinya setengah dari  total hasil panen 

setelah dikurangi biaya alat-alat pemanenan adalah hasil total. (2) Hak 

dan kewajiban petani dan pemilik tanah berdasarkan Perjanjian  

 Perjanjian Bagi Hasil didasarkan pada hak dan kewajiban 

masing-masing. (3) Risiko dalam hal gagal panen atau akibat yang 

ditimbulkan tetap ditanggung bersama sesuai saldo akun (kerugian 

ditanggung bersama). Di luar paham kemanusiaan, ada pemilik tanah 

yang menyerahkan semua hasil panennya kepada petani penggarap. Ini 

tergantung  kesepakatan bersama. Dan yang lebih penting, selama 

kedua belah pihak masih bereputasi baik dalam arti pemilik sawah ingin 

sawahnya dikelola oleh petani yang sama, (5) pemutusan perjanjian 

bagi hasil (rawi dua) beras. Di desa adat , biasanya terjadi pada  waktu 

tertentu yang  disepakati bersama, biasanya ketika musim panen 

berakhir, perjanjian bagi hasil umumnya berakhir secara otomatis atau 
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antara pemilik padi dan petani. dapat dihentikan karena alasan tertentu, 

yaitu jika salah satu pihak melanggar kesepakatan yang disepakati, jika 

petani tidak membajak sawah dengan benar, atau, dalam banyak kasus, 

juga dapat terjadi ketika pemilik tanah menuntut bagian  yang lebih 

besar dari tanah. panen daripada petani.  

b. Tahapan proses perjanjian bagi hasil (rawi dua) 

1) Kesepakatan antara pemilik tanah dan petani didasarkan pada saling 

mendukung dan rasa kekeluargaan yang  kuat dalam masyarakat desa 

adat di mana  pemilik padi dan petani saling membutuhkan, dan 

hanya sebagai bentuk saling mendukung antar upacara masyarakat 

desa.  

2) Untuk sistem “Rawi Dua”, proses budidaya secara umum di  Desa 

Ritus, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima.  

3) Kabupaten Bima, proses panen padi di desa Rite kecamatan 

Ambalawi, sistem upah harian dengan uang selalu berubah dari tahun 

ke tahun sesuai dengan perkembangan ekonomi masyarakat, upah 

panen padi di desa Ritus adalah Rp 100.000. Biaya panen per hari 

menjadi tanggung jawab bersama antara pemilik lahan dan petani.  

4) Metode pembagian hasil dengan perbandingan 1:1 memastikan 

bahwa setengah dari total hasil setelah dikurangi biaya alat yang 

diperlukan untuk panen adalah total hasil  setelah dikurangi biaya 

panen. 
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2. Jika ada masalah bagi hasil beras (rowi dua)  antara dua pihak, upaya 

penyelesaian perselisihan harus dilakukan oleh tokoh masyarakat atau 

tokoh agama setempat jika salah satu pihak tidak dapat menyelesaikannya 

sendiri, Gunakan proses musyawarah dan mufakat yang menarik. 

B. Saran  

Mencermati hasil penelitian dan pembahasan, serta kesimpulan di atas, 

maka peneliti memberikan saran sebagai berikut.  

1. Untuk menjamin kepastian hukum, walaupun tidak dihadapan notaris, 

mencatat secara tertulis segala sesuatu yang menimbulkan sebab dan 

akibat  dan menyediakannya kepada pihak yang berperkara.Petunjuk dapat 

bertindak sebagai perjanjian atau janji jika terjadi perselisihan di kemudian 

hari atau perbedaan pendapat.  

2. Untuk memudahkan klarifikasi oleh tokoh agama atau tokoh masyarakat, 

serta aparat pemerintah tingkat desa, melibatkan tokoh masyarakat seperti 

ketua RT atau lurah atau aparat pemerintah desa  sebagai saksi  atau 

mencapai kesepakatan. kontrak atau kesepakatan. 
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